ABSTRAK

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah yang digunakan
untuk kepentingan umum dengan diberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Ganti
kerugian merupakan hal yang harus ada dalam kegiatan pengadaan tanah. Dalam
Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, menjelaskan mengenai bentuk ganti kerugian yang bisa
diberikan yaitu: Uang, Tanah, Pemukiman Kembali, Saham, dan Bentuk lain yang
disepakati kedua belah pihak. Pada realitanya dimasyarakat dalam pengadaan tanah
tersebut menggunakan janji jabatan sebagai bentuk ganti kerugiannya. Hal ini
menimbulkan permasalahan apakah janji jabatan bisa dikategorikan sebagai poin e
dan dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diadakan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif, Pendekatan masalah menggunakan
pendekatan perundang-undangan, serta analisa bahan hukum menggunakan
preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dari undang-undang serta
pengaturan hukum terkait untuk memperoleh kejelasan dari isu yang diteliti.

Penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa janji jabatan sebagai ganti kerugian
terhadap hak milik atas tanah dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum, yang dikaji dari kategori ganti kerugian menurut ketentuan
yang berlaku, prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan pemenuhan
syarat sah perjanjian yang ketiganya dihasilkan bahwa janji jabatan tidak bisa
digunakan sebagai ganti kerugian terhadap hak atas tanah dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Diharapkan pemberian ganti kerugian yang diberikan
dalam pengadaan tanah hanya menggunakan bentuk alat tukar yang pasti, tidak
menggunakan bentuk lain yang belum diatur dalam undang-undang dan berpotensi
untuk menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

Kata kunci: Hak Milik Atas Tanah, Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Janji
Jabatan



ABSTRACT

Land procurement is an activity of providing land that is used for public
purposes with compensation that is suitable and fair. Compensation is a proper thing
existing in land procurement activities. In Article 36 of Law no. 2 year 2012 on Land
Procurement for Development in the Public Interest, explaining about the form of
compensation that can be given, which are: Money, Land, Resettlement, Shares, and
Other Form agreed by both parties. In reality, in the community in the procurement
of land uses the pledge of office as a form of compensation. It raises the question of
whether the appointment can be categorized as point e and may be justified
according to the applicable provisions.

Based on the statement of the problem, the writer conducted this study using
normative law research methods, problem approach using the legislation approach,
and analysis of legal materials using prescriptive. This study was conducted by
reviewing the laws and law arrangements related to obtain clarity of the issues under
study.

The study found that the pledge of office as compensation for property rights
to land in the procurement of land for development for the public interest, which is
studied from the compensation category according to the prevailing provisions, the
procedure of land procurement for the public interest, and the fulfillment of the legal
requirements agreements of the three generated that a pledge of office can not be
used as a compensation for the right to land in the procurement of land for the public
interest. It is expected that the compensation provided in land procurement uses only
a definite form of exchange, not using other forms that have not been regulated in law
and have the potential to cause new problems in the future.

Keywords: Land Ownership, Land Procurement, Indemnification, Pledge of
Position
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